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Abstract
This article examines the issue of criminal liability resulting from environmental pollution caused by PT Eco Green in Pekanbaru, Indonesia. Industrial activities in the region have led to significant contamination of air, water, and soil, raising serious legal and public health concerns. The research addresses a critical gap in current scholarship and practice by exploring the effectiveness of Indonesia’s environmental laws and law enforcement mechanisms in prosecuting corporate polluters. Employing a mixed-method approach, the study integrates normative juridical analysis with socio-legal investigation. Legal review focuses on statutory provisions, including Law No. 32 of 2009 and amendments under the Job Creation Law, while empirical data are collected through interviews and observations involving 87 stakeholders, laboratory testing of affected water sources, and examination of government records..
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Abstrak
Artikel ini membahas isu tanggung jawab pidana yang diakibatkan oleh polusi lingkungan yang disebabkan oleh PT Eco Green di Pekanbaru, Indonesia. Aktivitas industri di wilayah tersebut telah menyebabkan pencemaran signifikan pada udara, air, dan tanah, sehingga menimbulkan kekhawatiran hukum dan kesehatan masyarakat yang serius. Penelitian ini mengatasi kesenjangan kritis dalam kajian dan praktik saat ini dengan mengeksplorasi efektivitas undang-undang lingkungan Indonesia dan mekanisme penegakan hukum dalam menuntut pencemar korporasi. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, studi ini mengintegrasikan analisis yuridis normatif dengan investigasi sosial-hukum. Tinjauan hukum berfokus pada ketentuan undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan amandemen di bawah Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, sementara data empiris dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang melibatkan 87 pemangku kepentingan, pengujian laboratorium sumber air yang terdampak, dan pemeriksaan catatan pemerintah.
Kata kunci: Tanggung jawab pidana; pencemaran lingkungan; Penegakan hukum
A. PENGANTAR
Polusi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri semakin menjadi isu kritis di Indonesia, khususnya di wilayah dengan pembangunan ekonomi tinggi seperti Pekanbaru(T. Riza Zarzani et al., 2024). Banyak perusahaan, termasuk PT Eco Green, beroperasi dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya mematuhi regulasi lingkungan, sehingga menyebabkan kontaminasi udara, air, dan tanah. Meskipun ada undang-undang lingkungan yang kuat seperti Undang-Undang No. 32 tahun 2009, penegakan tetap tidak konsisten, dan akuntabilitas hukum bagi pencemar korporasi seringkali tidak jelas atau tertunda (Hasyim & Aprita, 2021). 
Meskipun terdapat banyak literatur tentang regulasi lingkungan dan polusi korporasi, sedikit studi yang mendalam menyelidiki penerapan praktis hukum pidana terhadap perusahaan seperti PT Eco Green di Pekanbaru. Kesenjangan terletak pada analisis empiris yang terbatas tentang hasil penegakan hukum, dampak komunitas, dan tantangan yang dihadapi otoritas dalam menuntut kejahatan lingkungan di tingkat lokal. Kegiatan PT Eco Green diduga telah menyebabkan polusi lingkungan yang signifikan di Pekanbaru. Namun, belum jelas sejauh mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum lingkungan Indonesia. Selain itu, hambatan dalam investigasi, penuntutan, dan sanksi menimbulkan pertanyaan mendesak tentang efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani pelanggaran lingkungan korporasi (Perawat, 2022). 
Studi ini memberikan pemeriksaan hukum dan empiris yang mendalam tentang tanggung jawab pidana PT Eco Green atas polusi, berkontribusi baik pada diskursus akademis maupun pembuatan kebijakan praktis. Laporan ini menyoroti tantangan penegakan hukum dalam konteks lokal nyata dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan respons peradilan pidana terhadap kejahatan lingkungan yang melibatkan pelaku korporasi. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab pidana PT Eco Green atas polusi lingkungan di Pekanbaru dengan mempelajari undang-undang terkait, menelaah praktik penegakan, serta menilai dampak sosial dan lingkungan. Studi ini bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab hukum dan mengusulkan mekanisme untuk memperkuat akuntabilitas dan perlindungan lingkungan.
B. METODE PENELITIAN
Pendekatan Riset
Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum metode campuran, mengintegrasikan metode yuridis normatif dan sosio-hukum untuk memberikan pemeriksaan komprehensif tentang tanggung jawab pidana lingkungan. Metode yuridis normatif berfokus pada analisis legislasi dan doktrin hukum yang relevan, sementara metode sosio-hukum menangani implikasi empiris dan praktis dari penegakan hukum di bidang ini.
Sumber Data
Materi hukum utama meliputi Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Indonesia, amandemen dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 (Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja/Omnibus), dan undang-undang pidana terkait. Data sekunder terdiri dari artikel akademik, keputusan pengadilan sebelumnya, dokumen resmi pemerintah, laporan badan lingkungan, dan analisis kebijakan.
Pengumpulan Data
Data normatif dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan analisis undang-undang. Untuk komponen sosial-hukum, pengumpulan data melibatkan wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan peninjauan dokumen penegakan. Wawancara dilakukan dengan sampel terarah sebanyak 87 peserta, mewakili pejabat lingkungan, praktisi hukum, penduduk lokal yang terdampak polusi, dan LSM lingkungan di Pekanbaru.
Teknik Analisis
Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menafsirkan materi undang-undang dan doktrinal, dengan penekanan pada identifikasi prinsip hukum dan penilaian tanggung jawab pidana korporasi. Data wawancara empiris dan lapangan diproses dengan pengkodean tematik kualitatif, memungkinkan identifikasi pola, kesenjangan penegakan hukum, dan persepsi komunitas. Triangulasi diterapkan antara teks hukum, temuan wawancara, dan laporan lingkungan untuk memastikan validitas data dan memperkuat kredibilitas hasil penelitian.

C. DISKUSI DAN ANALISIS
Hasil dan Diskusi
Penelitian ini mengungkapkan bukti substansial bahwa aktivitas industri PT Eco Green di Pekanbaru telah berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat lokal. Pengamatan lapangan dan uji laboratorium mendokumentasikan bahwa sumber air di dekat lokasi perusahaan mengandung konsentrasi bahan kimia berbahaya yang tinggi, termasuk logam berat, melebihi batas hukum yang ditetapkan oleh peraturan lingkungan Indonesia. Kesaksian yang dikumpulkan dari 87 responden, yang terdiri dari penduduk terdampak dan pemangku kepentingan lokal, semakin memperkuat temuan ini: mayoritas besar melaporkan penurunan kualitas udara yang mencolok, bau tidak sedap yang sering terjadi, dan penurunan signifikan dalam keamanan serta kegunaan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak responden juga menyatakan mengalami masalah kesehatan seperti gejala pernapasan, iritasi kulit, dan keluhan saluran pencernaan, yang mereka atribusikan sebagai paparan lama terhadap polutan industri. Data yang diperoleh dari badan lingkungan setempat memperkuat pengamatan ini, menunjukkan bahwa PT Eco Green berulang kali gagal mematuhi standar pengelolaan limbah dan tercatat telah melepaskan limbah yang belum diolah ke ekosistem sekitarnya selama periode bertahun-tahun. Hasil-hasil ini secara kolektif menunjukkan pola kerusakan lingkungan yang jelas terkait dengan praktik operasional perusahaan.
Temuan studi ini menegaskan adanya ketidaksesuaian signifikan antara kerangka hukum lingkungan Indonesia dan pelaksanaannya dalam praktik, khususnya terkait pelaku korporasi seperti PT Eco Green. Meskipun terdapat regulasi komprehensif berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009, proses penegakan menghadapi hambatan kritis, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya teknis untuk pemantauan lingkungan, dan adanya pengaruh korporasi yang dapat memengaruhi penyelidikan dan penuntutan (Arifin et al., 2024; Kotsakis & Boukli, 2023). Pelanggaran berulang perusahaan, dikombinasikan dengan laporan terus-menerus tentang dampak buruk kesehatan dan lingkungan dari komunitas terdampak, menunjukkan bahwa pengawasan regulasi dan langkah-langkah hukum pidana belum diterapkan secara efektif untuk mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan (Hafrida et al., 2022; Maskun et al., 2025). Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi sistemik, termasuk kolaborasi investigasi yang lebih kuat, penyediaan peralatan teknis yang memadai kepada badan regulasi, dan keterlibatan komunitas yang lebih besar dalam pelaporan dan pemantauan pelanggaran (Gottschalk & Hamerton, 2024; Vegh Weis, 2024). Tanpa perbaikan tersebut, ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi atas polusi berisiko menjadi tidak efektif, sehingga memperpanjang kerusakan lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat di wilayah seperti Pekanbaru.
Analisis Hukum
Tanggung jawab hukum PT Eco Green terhadap pencemaran lingkungan di Pekanbaru harus diperiksa dalam kerangka undang-undang lingkungan Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta ketentuan pidana terkait yang diperkenalkan oleh undang-undang berikutnya (Kyriakakis, 2024; Ribeiro, 2024). Prinsip inti yang ditetapkan oleh undang-undang ini adalah bahwa baik orang perseorangan maupun badan hukum, termasuk korporasi, dapat dikenai sanksi pidana atas tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang melanggar hukum (Mangkunegara, 2024; Rudall, 2024). Pasal 98 Undang-Undang No. 32 tahun 2009, khususnya, menetapkan bahwa setiap pihak yang sengaja melakukan aktivitas yang melebihi standar ambang batas pembuangan limbah dan dengan demikian menyebabkan kerusakan lingkungan atau kesehatan masyarakat dapat dituntut dan dikenai sanksi (Setiawan et al., 2024). Undang-undang ini juga membedakan antara tindakan sengaja dan kelalaian, memastikan bahwa perilaku sembrono yang menyebabkan pencemaran juga tunduk pada tanggung jawab, bahkan tanpa niat yang terbukti (Lynch & Long, 2022). 
Dalam menerapkan regulasi ini pada kasus PT Eco Green, bukti yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan pemantauan lingkungan resmi menunjukkan bahwa praktik pengelolaan limbah industri perusahaan berulang kali gagal memenuhi standar yang diperlukan (Abdurrachman et al., 2021; Castellino, 2024). Analisis laboratorium mengonfirmasi keberadaan zat berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia industri di saluran air dan air tanah yang berdekatan, dengan konsentrasi yang secara signifikan melebihi batas aman yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah (Priyatno et al., 2023). Temuan ini diperkuat oleh kesaksian komunitas, yang secara konsisten menunjukkan pola hasil kesehatan yang merugikan dan degradasi lingkungan yang bertepatan dengan periode pembuangan industri yang intensif. Gabungan elemen-elemen ini menetapkan hubungan kausal yang jelas antara aktivitas perusahaan dan pencemaran yang didefinisikan secara hukum, memenuhi persyaratan faktual untuk penuntutan pidana menurut hukum lingkungan Indonesia (Prakasa, 2021).
Yang paling penting, hukum Indonesia mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak dalam kasus lingkungan, artinya penuntut tidak menanggung beban pembuktian niat kriminal jika pencemaran ilegal terbukti jelas (Salim & Palullungan, 2021). Prinsip ini dirancang untuk mengatasi pertahanan yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam masalah lingkungan, dengan fokus pada dampak terukur dari operasi mereka. Selain itu, tanggung jawab dapat melekat tidak hanya pada entitas korporasi tetapi juga kepada direktur atau manajer seniornya, terutama jika bukti menunjukkan pengetahuan atau kegagalan mereka mencegah tindakan yang melanggar hukum tersebut (Alauddin et al., 2024; Setiyono & Natalis, 2021). Pendekatan ganda ini memperluas cakupan akuntabilitas pidana dan konsisten dengan standar hukum internasional yang berlaku untuk kejahatan lingkungan (Hamilton, 2021).
Namun, penelitian juga mengidentifikasi adanya kekurangan signifikan dalam penegakan hukum. Hambatan administratif dan prosedural sering kali menunda penyelidikan, dan kekurangan teknis dalam pengukuran polusi terkadang melemahkan upaya penuntutan (Fajrini, 2021). Otoritas lokal mungkin menghadapi tekanan eksternal, termasuk intervensi politik dan lobi korporasi, yang dapat merusak integritas kasus lingkungan. Kesulitan ini tercermin dalam tingkat keberhasilan vonis pidana yang relatif rendah dalam kasus serupa dengan PT Eco Green, meskipun ada banyak bukti pelanggaran hukum(La Ode Ghondohi et al., 2025). 
Dengan demikian, meskipun kerangka hukum menyediakan mekanisme yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pencemar korporasi, efektivitas praktisnya memerlukan penguatan yang substansial. Lembaga penegak hukum membutuhkan kapasitas teknis yang lebih baik dan otonomi lebih besar untuk menangani kasus-kasus kompleks tanpa campur tangan eksternal. Transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan mekanisme pengaduan lingkungan, perlindungan bagi pelapor pelanggaran, dan pengawasan publik yang bermakna semuanya diperlukan untuk menutup kesenjangan antara hukum dan praktik (Erla Sari Dekiawati, 2022). Dengan mengatasi kelemahan sistemik ini, rezim tanggung jawab pidana dapat menjadi pencegah nyata terhadap kejahatan lingkungan dan memajukan tujuan yang lebih luas dalam perlindungan lingkungan dan kesejahteraan publik di Indonesia.


D. KESIMPULAN
Temuan studi ini menunjukkan bahwa operasi PT Eco Green di Pekanbaru telah menyebabkan polusi lingkungan yang signifikan dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun ada regulasi lingkungan yang komprehensif di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 32 tahun 2009, pelanggaran berulang perusahaan dan pengabaian terhadap standar pengelolaan limbah telah mengungkap kekurangan serius dalam penegakan regulasi dan mekanisme akuntabilitas. Penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan yang terus-menerus antara maksud undang-undang lingkungan dan realitas penerapannya, mengungkapkan bahwa institusi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menuntut pelaku kejahatan korporasi. Keterbatasan dalam koordinasi antar-lembaga, infrastruktur teknis yang tidak memadai, dan tekanan eksternal semuanya berkontribusi pada keterlambatan penyelidikan dan melemahkan penuntutan kejahatan lingkungan.
Dari sudut pandang hukum, bukti yang dikumpulkan melalui studi lapangan, tes laboratorium, dan kesaksian komunitas mendukung bahwa aktivitas PT Eco Green memenuhi kriteria tanggung jawab pidana menurut hukum Indonesia. Prinsip tanggung jawab mutlak mengurangi kebutuhan untuk membuktikan niat, dan memprioritaskan kerugian yang dapat dibuktikan yang disebabkan oleh perusahaan. Baik entitas korporasi maupun pejabat yang bertanggung jawab dapat dikenai tuntutan hukum karena melanggar standar lingkungan, yang sesuai dengan norma internasional terkait kejahatan lingkungan korporasi. Namun, analisis juga mengungkapkan bahwa ketentuan hukum ini belum menghasilkan efek jera yang kuat, sebagian karena tantangan dalam penegakan dan kerentanan terhadap campur tangan eksternal.
[bookmark: _GoBack]Untuk mengatasi kekurangan ini dan memenuhi tujuan perlindungan lingkungan, beberapa perbaikan strategis diperlukan. Ini termasuk meningkatkan kapasitas teknis untuk memantau dan menyelidiki kasus polusi, memperkuat kolaborasi antar lembaga, memperkuat perlindungan bagi pelapor pelanggaran, dan meningkatkan transparansi dalam proses penuntutan. Pengawasan publik yang efektif dan partisipasi komunitas sangat penting untuk memastikan hukum ditegakkan dan pelaku bertanggung jawab. Secara keseluruhan, studi ini memberikan pengingat penting bahwa tanggung jawab pidana harus didukung oleh undang-undang yang kuat dan praktik penegakan hukum yang andal untuk mencapai keadilan lingkungan yang sejati dan menjaga kesejahteraan penduduk di Pekanbaru dan sekitarnya. 
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